




                                            BAB III 
                                          PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan 
di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :  
1. Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi 
kepada anggota militer yang melakukan perzinahan didasarkan pada 
pertimbangan yuridis yang berupa Pasal 284 KUHP dan Pasal 190 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 
Militer. Kedua pasal tersebut merupakan pertimbangan yuridis hakim dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan 
dengan warga sipil. Sementara itu, pertimbangan yuridis hakim untuk kasus 
perzinahan yang dilakukan oleh sesama anggota militer selain didasarkan 
pada kedua pasal yang telah disebutkan sebelumnya, juga didasarkan pada 
Surat Telegram (ST) Panglima, yaitu menyatakan bahwa bagi sesama 
prajurit yang melakukan perzinahan dapat diberhentikan secara tidak 
hormat. Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan sanksi 
kepada anggota militer yang melakukan perzinahan juga didasarkan pada 
pertimbangan non yuridis yang berupa motivasi melakukan perzinahan, 
status dari para pelaku, frekuensi lamanya atau banyaknya para pelaku 
berhubungan, akibat yang ditimbulkan dari perzinahan, terganggu tidaknya 





2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan 
perzinahan hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada prinsipnya 
tidak menemukan kendala, namun terkadang mengalami kesulitan dalam 
menghadirkan saksi karena tempat tinggal saksi yang jauh, saksi yang takut 
untuk bersaksi, dan tidak adanya bukti yang mendukung saksi. 
B. Saran  
Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertimbangan hakim 
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada 
anggota militer yang melakukan perzinahan, penulis melihat bahwa hakim 
dalam pertimbangannya ketika menjatuhkan sanksi masih berdasarkan pada 
aturan hukum pidana umum. Menurut penulis, aturan mengenai tindak pidana 
perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer perlu diatur secara khusus 
dalam Undang-Undang Militer agar kedepannya hakim dalam pertimbangan 
untuk menjatuhkan sanksi dapat mendasarkan pada ketentuan hukum yang 
khusus mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota 
militer yang tentunya sanksinya akan lebih berat jika dibandingkan dengan 
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